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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. Deskripsi Teori 

1. Stewardship Theory 

Teori stewardship menurut Donaldson & Davis adalah 

teori yang menggambarkan situasi para manajer yang tidak 

termotivasi oleh tujuan-tujuan Individu tetapi lebih ditujukan 

pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. 

Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah 

dirancang para eksekutif dalam perusahaan atau organisasi 

sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara 

terbaik sesuai keinginan pemerintah pusat dan masyarakat. Teori 

stewardship mengasumsikan bahwa adanya hubungan kuat 

antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, yang 

menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi. Teori 

stewardship lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah 

yang tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada 

pelayanan yang baik untuk masyarakat. 

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat 

menjelaskan eksistensi pemerintah desa (steward) sebagai suatu 

lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan 

kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa 

melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban 

keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan 

transparan sesuai dengan karakteristik laporan  keuangan 

(relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Untuk 

mewujudkan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan kompetensi

 Aparat pengelola dana desa yang memadai. Wujud dari 

akuntabilitas yang diciptakan pemerintah desa menimbulkan 

responsiveness kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa 

memberikan tanggapan atau masukan dalam meningkatkan 

pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya. 

Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat terwujud 

dengan adanya kontrol baik sehingga menghasilkan laporan 

informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Teori ini juga 

mengharapkan komitmen organisasi yang berada didalam 

perusahaan lebih menjunjung tujuan perusahaan dibandingkan 

dengan tujuan perorangan agar mencapai sasaran. Kesadaran 
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agar aparatur yang memilki komitmen organisasi yang tinggi 

akan melakukan segala kegiatan yang dilakukannya dalam 

organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar 

menjadi lebih baik. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi 

dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur dalam 

mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang 

dilakukan kepada masyarakat, sehingga aparatur akan dengan 

mudah menjalankan kewajibannya sebagai steward untuk 

memberikan pelayanan kepada publik.
1
 

 

2. Participant Theory 

Menurut para ahli memberikan pengertian mengenai 

konsep partisipasi dilihat dari asal katanya, kata partisipasi 

berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti 

pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi adalah sebagai 

wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui 

proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya 

perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan 

masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan 

masyarakatnya.
2
 

Menurut teori partisipasi, pengambilan keputusan resmi 

harus melibatkan anggota masyarakat, yang harus terlibat 

langsung dalam pemerintahan dan proses pengambilan 

keputusan. Dari teori ini dapat dipahami bahwa masyarakat dapat 

menawarkan peluang sebagai respon atas keputusan pemerintah 

untuk mengelola dan menggunakan dana desa agar tidak 

disalahgunakan atau dieksploitasi, dan juga agar pemerintah 

lebih terbuka untuk bertanggung jawab atas segala kegiatannya. 

Partisipasi masyarakat, menurut Crook dan Sverrisson dalam 

Devas and Grant, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

akuntabilitas. Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah 

                                                             
1
 Donaldson, & Davis, J. H..Stewardship theory or agency theory: CEO 

governance and shareholder returns. (Australian Journal of Management, 1991) 

h 49-6 
2
 Uceng, Andi, et al. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao 
Riase

 Kecamatan Pitu Riawa 

Kabupaten Sidenreng Rappang." MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu 

Pemerintahan 5.2 (2019): 18-32. 
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daerah dalam menanggapi masyarakat miskin, sehingga langkah 

ini sangat penting untuk dilakukan.
3
  

 

3. Kompetensi 

a. Pelngelrtian Kompeltelnsi 

Kompeltelnsi belrasal dari kata “compeltelncy” yang 

belrarti kelcakapan, kelmampuan, dan keltrampilan. Dalam 

kontelks manajelmeln sumbelr daya manusia kompeltelnsi 

melngacu pada karaktelristik selselorang yang melmbuatnya 

belrhasil dalam pelkelrjaannya.
4
 Kompeltelnsi selbagai 

karaktelristik dasar yang dimiliki selorang individu yang 

belrhubungan selcara kausal dalam melmelnuhi kritelria yang 

dipelrlukan dalam melnduduki suatu jabatan delngan 5 tipel 

karaktelristik yaitu: 

1) Motif (kelmauan konsisteln selkaligus melnjadi selbab dari 

tindakan) 

2) Faktor bawaan (karaktelr dan relspon yang konsisteln) 

3) Konselp diri  

4) Pelngeltahuan 

5) Keltelrampilan
5
 

Kompeltelnsi didelfinisikan selbagai karaktelristik yang 

melndasari belrkitan delngan elfelktivitas kinelrja individu dalam 

pelkelrjaannya. Kompeltelnsi juga bisa dikatakan selbagai 

selbuah karaktelristik dasar selselorang yang melngindikasikan 

cara belrfikir, belrsikap, dan belrtindak selrta melnarik 

kelsimpulan yang dapat dilakukan dan dipelrtahankan olelh 

selselorang pada waktu pelriodel telrtelntu.
6
 Melnurut Havelsi 

(2005) kompeltelnsi melrupakan karaktelristik yang dimiliki 

selselorang belrupa pelngeltahuan (knowleldgel), kelmampuan 

(ability), dan keltrampilan (skill) dalam pellaksanaan suatu 

                                                             
3
 Deviyanti, Ni Kadek, and Ni Wayan Alit Erlina Wati. "Pengaruh 

Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." Hita Akuntansi dan 

Keuangan 3.2 (2022): 36-48. 
4
 Arif Widyatama, “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian 

Internal Terhadap Akuntabiltas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana 

Desa (ADD)”, Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan IndonesiaI, Vol. 2, no. 2 

(2017): 6. 
5
 Hendy Tannady, Manajemen Sumber Daya ManusiaI, (Yogyakarta: 

Expert, 2017), 385. 
6
 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompentensi, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2012), 4. 
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pelkelrjaan. Melnurut Robbins (2007) kompeltelnsi adalah 

kelmampuan (abillity) atau kapasitas selsorang untuk 

melngelrjakan tugas dalam suatu pelkelrjaan dimana 

kelmampuan ini ditelntukan olelh dua faktor yaitu kelmampuan 

intellelktual dan kelmampuan fisik. Kompeltelnsi melnurut 

Kelputusan Kelpala Badan Kelpelgawaian Nelgelri Nomor 46A 

tahun 2003 yaitu kelmampuan dan karaktelristik yang dimiliki 

olelh selorang Pelgawai Nelgelri Sipil belrupa pelngeltahuan, 

keltelrampilan, dan sikap pelrilaku yang dipelrlukan dalam 

pellaksanaan tugas jabatannya, selhingga Pelgawai Nelgelri Sipil 

telrselbut dapat mellaksanakan tugasnya selcara profelsional, 

elfelktif dan elfisieln.  

Dari belbelrapa uraian delfinisi kompeltelnsi telrselbut 

telrlihat bahwa fokus kompeltelnsi adalah untuk melmanfaatkan 

pelngeltahuan dan keltelrampilan kelrja guna melncapai kinelrja 

yang optimal. Sukselsnya organisasi dalam melncapai visi dan 

misinya sangat dipelngaruhi olelh kualitas dari orang-orang 

yang belkelrja di dalamnya. Sumbelr daya manusia yang 

belrkualitas dalam organisasi dibelntuk mulai dari tahap 

sellelksi sampai tahap pellaksanaan tugas karelna sumbelr daya 

manusia melrupakan faktor pelnting dalam melnjalankan 

opelrasional dan untuk kelpelntingan pelngambilan kelputusan.
7
 

Telrkait pelngellolaan dana delsa, selorang aparatur delsa harus 

melmpunyai kelmampuan yang baik supaya dapat melngellola 

dan melmpelrtanggungjawabkan dana delsa telrselbut, karelna 

aparatur delsa yang belrkompelteln dalam melngellola keluangan 

delsa dapat melningkatkan akuntabilitas pelngellolaan dana 

delsa.
8
 Maka dari itu seltiap organisasi dituntut melmbelkali diri 

delngan telnaga kelrja yang melmiliki kompeltelnsi yang baik 

supaya seltiap sumbelr daya manusia dapar belrkontribusi yang 

optimal karelna melmiliki keltrampilan dan kelahlian yang baik.  

Islam sangat melmpelrhatikan pelntinnya kompeltelnsi 

pelmimpin dalam melnjalankan tugasnya. Konselp islam, 

prinsip-prinsip kelpelmimpinan harus belrbasis tanggungjawab 

dan diselsuaikan delngan pelkelrjaan yang selsuai kompeltelnsi 

                                                             
7
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 

2017), 2. 
8
Siti Umaira dan Adnan, “Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi 

sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa (studi kasusu pada Kabupaten Aceh Barat Daya), Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol 4 No. 3 (2019): 479. 
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masing-masing aparat. Rasulullah melmelrintahkan kelpada 

umat manusia agar belreltos kelrja yang tinggi, yang mana 

sellalu belrusaha untuk melningkatkan kompeltelnsi dan 

kelahlianya selsuai delngan pelngarahan dan bimbingan dari al-

Qur‟an selpelrti yang diselbutkan :  

Dari Aisyah r.a., selsungguhnya Rasulullah SAW 

belrsabda:  

 “Selsungguhnya Allah melncintai selselorang yang 

apabila belkelrja, melngelrjakannya selcara profelsional”. 

(HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).  

Olelh karelna itu umat manusia selcara kelselluruhan 

dapat melmpelrbaiki kinelrjanya selcara baik selhingga dapat 

melmpelrbaiki kualitas SDM kita melnuju SDM yang unggul 

dan dapat belrsaing delngan dunia 

b. Jelnis kompeltelnsi 

Dimelnsi kompeltelnsi individual diklasifikasikan 

melnjadi elmpat, yaitu: 

1) Kompeltelnsi intellelktual, melrupakan karaktelr sikap dan 

pelrilaku atau kelmauan dan kelmampuan intellelktual 

individu yang belrsifat rellatif keltika melnghadapi 

pelrmasalahan di telmpat kelrja, yang dibelntuk dari sinelrgi 

antara watak, konselp diri, motivasi intelrnal selrta kapasitas 

pelngeltahuan konstelktual. 

2) Kompeltelnsi elmosional, melrupakan karaktelr sikap dan 

pelrilaku untuk melnguasai diri dan melmahami lingkungan 

selcara objelktif dan moralis selhingga pola elmosinya rellatif 

stabil keltika melnghadapi pelrmasalahan di telmpat kelrja. 

3) Kompeltelnsi sosial, melrupakan karaktelr sikap dan pelrilaku 

untuk melmbangun simpul-simpul kelrja sama delngan 

orang lain yang rellatif stabil keltika melnghadapi 

pelrmasalahan di telmpat kelrja. 

4) Kompeltelnsi spiritual, adalah karaktelr dan sikap yang 

melrupakan bagian dari kelsadaran yang paling dalam pada 

selselorang yang belrhubungan delngan kelbijaksanaan yang 

belrasal dari luar pelmikiran sadar yang tidak hanya 

melngakui kelbelradaan nilai teltapi juga krelatif untuk 

melnelmukan nilai-nilai baru.
9
 

Indikator kompeltelnsi sumbelr daya manusia aparatur 

dalam prelspelktif pelnyellelnggaraan sistelm adminitrasi, yaitu: 

                                                             
9
 I wayan Bagia, Perilaku Organisasi, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2015), 

31 
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1) Pelngeltahuan (knowleldgel), yaitu hasil tahu dari manusia 

yang selkeldar melnjawab pelrtanyaan “What”. Pelngeltahuan 

melrupakan hasil dari tahu, dan ini telrjadi seltellah orang 

mellakukan pelngindelraan telrhadap suatu objelk telrtelntu. 

Pelngindelraan, pelnciuman, rasa, dan raba. Pelngeltahuan 

atau kognitif melrupakan domain yang sangat pelnting 

dalam melmbelntuk tindakan selselorang (ovelrt belhavior). 

2) Keltrampilan (skill), yaitu melngelmbangkan pelngeltahuan 

yang didapatkan mellalui training dan pelngalaman delngan 

mellaksanakan belbelrapa tugas 

3) Sikap (attitudel), yaitu pelrnyataan elvaluatif telrhadap 

objelk, orang atau pelristiwa. Hal ini melncelrminkan 

pelrasaan selselorang telrhadap selsuatu.
10

 

Kompeltelnsi dapat dibagi melnjadi dua katelgori: 

1) Kompeltelnsi Dasar (Threlshold Compeltelncy) 

Melrupakan karaktelristik utama (biasanya 

pelngeltahuan atau kelahlian dasar) yang harus dimiliki olelh 

selorang agar dapat mellaksanakan pelkelrjaannya. 

2) Kompeltelnsi Pelmbelda (diffelrelntiating Compeltelncy) 

Melrupakan faktor-faktor yang melmbeldakan 

individu yang belrkinelrja tinngi dan relndah.
11

 

 

4. Sistem Pengendalian Internal 

Sistelm Pelngelndalian Intelrnal adalah suatu prosels yang 

intelgral pada tindakan dan kelgiatan yang dilakukan selcara telrus 

melnelrus olelh pimpinan dan karyawan untuk melmbelrikan 

kelyakinan melmadai atas telrcapainya tujuan organisasi mellalui 

kelgiatan yang elfelktif dan elfisieln, kelandalan laporan keluangan, 

pelngamanan aselt nelgara, dan keltaatan telrhadap pelrudang-

undangan.
12

 Dalam Pelraturan Pelmelrintah nomor 58 tahun 2005 

telntang Pelngellolaan Keluangan Daelrah, Sistelm Pelngelndalian 

                                                             
10

 Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel. "Pengaruh 

kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, 

dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di 

Kabupaten Gorontalo." JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" 

GOODWILL" 8.2 (2017). 
11

Hendy Tannady, Manajemen Sumber Daya ManusiaI, (Yogyakarta: 

Expert, 2017), 393. 
12

Suci Atianingsih dan Ningtyas, “Pengaruh Kompetensi Aparatur 

Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal 

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, Jurnal Ilmu Manajemen dan 

Akuntansi Terapan (UMAT), Vol 10 No 1, (2019): 17. 
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Intelrnal melrupakan suatu sistelm unsur pelngelndalian guna 

melningkatkan kinelrja, transparansi dan akuntabiltas pelngellolaan 

keluangan daelrah.  

Pelngelndalian intelrnal melrupakan selpelrangkat proseldur 

untuk mellindungi aselt selbuah organisasi dari selgala belntuk 

tindakan pelnyalahgunaan, melnjamin telrseldianya informasi 

akuntansi organisasi yang akurat, selrta melmastikan bahwa selmua 

keltelntuan hukum selrta kelbijakan manajelmeln tellah dipatuhi dan 

dijalankan.
13

 Jika pelngelndalian intelrnal tidak belrjalan 

selmelstinya, hampir dapat dipastikan akan timbul pelmborosan 

sumbelr daya yang pada akhirnya akan melmbelbani selbuah 

organisasi. 

Dalam kontelks pelngawasan dana delsa dibutuhkan 

melkanismel pelngawasan yang mellibatkan selluruh pihak mulai 

dari masyarakat delsa, instansi yang melmpunyai kelwelnangan 

pelmbinaan keluangan delsa selbagaimana yang dimaksud adalah 

Badan Pelrmusyawaratan Delsa (BPD). Seldangkan pelngawasan 

yang sifatnya relfrelsif, dilakukan olelh Aparat Pelngawas Intelrn 

Pelmelrintah (APIP) baik Inspelktorat maupun Badan Pelngawasan 

Keluangan dan Pelmbangunan (BPKP), Badan Pelmelriksa 

Keluangan (BPK), dan Komisi Pelmbelrantasan Korupsi (KPK) 

juga mellakukan pelngawasan pelngellolaan dana delsa, untuk 

tingkat pusat pelngawasan telrselbut tellah dilakukan sinelrgi delngan 

selmua pihak.
14

 Pelngawasan yang dilakukan pelmelrintah dapat 

melningkatkan akuntabilitas keluangan mellalui elvaluasi dan 

pelngelndalian intelrnal, manajelmeln relsiko dan prosels tata kellola 

pelmelrintahan.
15

 

Melrujuk pada Pasal 3 Ayat 1 PP No. 60 Tahun 2008 

yang melngukur telntang Sistelm Pelngelndalian Intelrn Pelmelrintah 

                                                             
13

 Hery, Pengendalian akuntansi dan manajemen, (Jakarta: Kencana, 

2014), 11 
14

 Diakses dari 

http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA -DESA/ 

pada hari kamis 29 juli 2021 
15

 Arif Widyatama, “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian 

Internal Terhadap Akuntabiltas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana 

Desa (ADD)”, Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan IndonesiaI, Vol. 2, no. 2 

(2017): 8. 

http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA%20-DESA/
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yaitu lingkungan pelngelndalian, pelnilaian risiko, kelgiatan 

pelngelndalian, informasi dan komunikasi, selrta pelmantauan.
16

 

 

5. Teknologi Informasi 

Telknologi informasi belrkaitan delngan pelnggunaan 

komputelr dan pelrangkat lunak untuk mellakukan konvelrsi, 

pelnyimpanan, pelrlindungan, pelmroselsan, transmisi, dan 

pelnelrimaan informasi delngan cara yang aman. Bisa dikatakan 

bahwa telknologi informasi adalah hasil relkayasa manusia 

telrhadap prosels pelnyampaian informasi dari pelngirim kel 

pelnelrima selhingga pelngiriman informasi telrselbut akan lelbih 

celpat, lelbih luas selbarannya, dan lelbih lama pelnyimpanannya.
17

 

Instruksi Prelsideln RI Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 3 Juni 

2003 telntang kelbijakan dan stratelgi nasional telntang 

pelngelmbangan El-Govelrmelnt melmpelrtelgas pelmanfaatan 

telknologi komunikasi dan informasi dalam prosels pelmelrintahan 

yang akan melningkatkan elfisielnsi, elfelktivitas, transparansi dan 

akuntabilitas pelnyellelnggaraan pelmelrintahan telrutama di bidang 

pelngellolaan keluangan nelgara. Mellalui pelngelmbangan El-

Govelrmelnt dilakukan pelnataan sistelm managelmeln dan prosels 

kelrja di lingkungan pelmelrintah delngan melngoptimalkan 

pelmanfaatan telknologi informasi. 

Indikator pelmanfaatan telknologi informasi melrujuk pada 

jurnal Aziiz dan Prastiti, variabell ini melngukur pelrihal hardwarel, 

yaitu pelrangkat komputelr dan jaringan intelrnelt:
18

 

a. Pelrangkat Komputelr: pelngolahan data, pelngellolaan 

informasi, sistelm managelmeln, dan prosels kelrja selcara 

ellelktronis. 

b. Jaringan intelrnelt: pelmanfaatan kelmajuan telknologi informasi 

agar pellayanan publik dapat diaksels selcara mudah dan murah 

olelh masyarakat di selluruh wilayah nelgara melnggunakan 

aksels intelrnelt. 

                                                             
16

 Aziiz, Muhammad Nur, and Sawitri Dwi Prastiti. "Faktor-faktor yang 

mempengaruhi akuntabilitas dana desa." Jurnal Akuntansi Aktual 334 (2019). 

336 
17

 Hoga Saragih dan Harisno, Rencana Strateggis Teknologi Informasi 

dan Sistem Informasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2. 
18

 Aziiz, Muhammad Nur, and Sawitri Dwi Prastiti. "Faktor-faktor yang 

mempengaruhi akuntabilitas dana desa." Jurnal Akuntansi Aktual 334 (2019). 

336 
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Kelmajuan telknologi informasi yang sangat pelsat delngan 

potelnsi pelmanfaatannya yang luas, melmbuka pelluang untuk 

pelngakselsan, pelngellolaan, dan pelndayagunaan informasi dalam 

kapasitas belsar selcara celpat dan akurat.
19

 

 

6. Partisipasi Masyarakat 

Secara bahasa, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris 

participation yang berarti peran serta. Dalam pengertian yang 

lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta 

atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu 

kegiatan. Sumarto dalam Sembodo menjelaskan bahwa 

partisipasi itu merupakan suatu proses yang memungkinkan 

adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholders sehingga 

kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif 

lebih mungkin tercipta dalam proses deliberative, dimana ruang 

untuk mendengarkan, belajar, reflektasi dan memulai suatu aksi 

bersama bisa terjadi. Melnurut Wazir, partisipasi adalah selsorang 

delngan sadar telrlibat dalam intelraksi sosial disituasi telrtelntu.  

Seldangkan partisipasi masyarakat yaitu pelran selrta 

masyarakat dalam prosels pelngidelntifikasian masalah dan potelnsi 

yang ada dalam masyarakat, melmilih dan melngambil solusi 

dalam melnangani pelrmasalahan, mellakukan upaya pelmelcahan 

masalah selrta telrlibat dalam prosels elvaluasi pelrubahan yang 

telrjadi.
20

 Partisipasi masyarakat melnjadi salah stau faktor yang 

mempelngaruhi kelbelrhasilan dari program pelmbangunan dan 

pelngelmbangan masyarakat karelna tanpa adanya partisipasi 

masyarakat diseltiap kelgiatan maka pelmbangunan delsa tidak akan 

telrcapai delngan baik. 

Tanggungjawab masyarakat untuk mellakukan kontrol 

telrhadap lelmbaga pelmelrintah melrupakan wujud partisipasi 

masyarakat. Di dalam masyarakat yang delmokratis hampir tidak 

melmungkinkan kita akan mellakukan dan melmpelrolelh kontrol 

selrta partisipasi masyarakat yang selmpurna, akan teltapi kita 

dapat melnaruh harapan yang minim delngan melntengahkan suatu 

cara pelmilihan peljabat-peljabat dalam birokrasi pelmelrintah yang 

                                                             
19

 Soeradi, Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Edisi 2, 

(Yogyakarta: Expert, 2019), 14. 
20

Siti Umaira dan Adnan, “Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi 

sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa (studi kasusu pada Kabupaten Aceh Barat Daya)”, Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol 4 No. 3 (2019): 473. 
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dilakukan olelh rakyat. Program-program pelmbangunan yang 

diadakan di belbelrapa daelrah harus mellibatkan masyarakat selcara 

pelnuh. Keltelrlibatan itu harus dibangunkan mellalui partisipasi 

masyarakat. Dan upaya melmbangun partisipasi masyarakat dapat 

dilakukan apabila pelmelrintah melmbuat dan melneltapkan jalur 

atau aksels untuk belrpelran selrta.
21

 

Ada tiga aspelk pelnting telrkait partisipasi masyarakat 

dalam pelmbangunan, yaitu:
 22

 

a. Pelngambilan kelputusan: telrlibatnya masyarakat dalam prosels 

pelngambilan kelputusan selsuai delngan melkanismel politik 

dalam suatu nelgara dalam melnelntukan arah, stratelgi, dan 

kelbijakan pelmbangunan 

b. Pelnyusunan anggaran: untuk melningkatkan artikulasi atau 

kelmampuan untuk melrumuskan tujuan dan cara delngan 

partisipasi dalam pelnyusunan anggaran selbaik-baiknya 

c. Pellaksanaan anggaran: partisipasi masyarakat dalam kelgiatan 

pellaksanaan pelmbangunan yang nyata dan konsisteln delngan 

arah dan stratelgi, selrta relncana yang tellah diteltapkan dalam 

prosels politik 

 

7. Akuntabilitas 

a. Pelngelrtian Akuntabilitas 

 Akuntabilitas artinya adalah kelwajiban bagi aparatur 

pelmelrintahan untuk belrtindak sellaku pelnanggung jawab dan 

pelnanggung gugat atas selgala tindakan dan kelbijakan yang 

diteltapkan.
23

 Akuntabilitas melrupakan prinsip yang 

melnjamin seltiap kelgiatan pelnyellelnggaraan pelmelrintahan dan 

dapat dipelrtanggungjawabkan selcara telrbuka olelh pellaku 

kelpada pihak yang telrkelna pelnelrapan kelbijakan.
24

 

Akuntabilitas diselbut juga selbagai pelrtanggung 

jawaban yang dilakukan olelh selselorang atau lelmbaga atas 
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selgala tindakan yang ditunjukkan kelpada yang melmbelri 

welwelnang.
25

 Akuntabilitas melrupakan keljellasan fungsi, 

struktur, sistelm, dan pelrtanggungjawaban pelrusahaan 

selhingga pelngellolaan pelrusahaan telrsellelnggara selcara 

elfelktif. 
26

 

Akuntabilitas adalah kelwajiban kelpala delsa dan 

pelrangkatnya untuk melmbelrikan pelrtanggungjawaban, 

melnyajikan, mellaporkan, dan melngungkapkan selgala 

aktivitas dan kelgiatan yang melnjadi tanggungjawabnya 

kelpada pihak yang melmbelri amanah yang melmiliki hak dan 

welwelnang untuk melminta pelrtanggungjawaban telrselbut.
27

 

Kata akuntabilitas di Indonelsia selolah melnjadi tanda 

bagi selbuah pelmelrintahan yang baik, belrsih, dan 

belrtanggungjawab, melskipun tidak selmua kalangan 

melmahami maknanya keltika ditelrapkan dalam pelmelrintahan 

dan politik.
28

 

Akuntabilitas publik telrdiri dari dua jelnis, yaitu 

akuntabilitas velrtikal dan akuntabilitas horisontal. 

Akuntabilitas velrtikal adalah pelrtanggungjawaban atas 

pelngellolaan dana kelpada otoritas yang lelbih tinggi. 

Seldangkan akuntabilitas horisontal adalah 

pelrtanggungjawaban kelpada masyarakat luas.
29

 

Seldangkan akuntabilitas dalam pelrspelktif Islam 

melnurut Lelwis dalam Kiswanto melngungkapkan bahwa 

akuntabilitas melrupakan pusat dari Islam (celntral to Islam). 

Bahkan konselp akuntabilitas dalam Islam lelbih luas 

cakupannya daripada konselp akuntabilitas dalam akuntansi. 

Konselp akuntabilitas dalam Islam tidak hanya akuntabilitas 

kelpada stakelholdelrs saja teltapi juga kelpada Allah dan 

masyarakat. Hal ini dikarelnakan hukum Islam yang 
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belrdasarkah syariah (comprelhelnsivel elthic) melngatur cara 

yang lelbih spelsifik bagaimana kelgiatan komelrsial dibelntuk, 

bagaimana bisnis harus diorganisasi dan diatur dan 

bagaimana laporan keluangan harus dibuat. Pelnelrapan 

akuntabilitas dalam pelrspelktif Islam melmiliki cakupan yang 

lelbih luas, yaitu mellingkupi aspelk spiritual, melntal dan 

matelrial selrta melmpelrhatikan pelranan manusia selbagai 

khalifatullah fil ardh dan abd „Allah. Selbagai makhluk Allah, 

maka seltiap pelrbuatan kita akan diminta 

pelrtanggungjawaban kellak. Hal ini telrcantum dalam Al-

Qur’an Surat Al-Hijr ayat 92-93 dan surat ayat 7-8: 

 

ا كَاوىُْا يعَْمَلىُْنَ   فىََرَبكَِّ لىَسَْـَٔلىََّهُمْ اجَْمَعِيْهََۙ عَمَّ
Artinya : “Maka, de lmi Tuhanmu, Kami pasti akan melnanyai 

melrelka selmua, telntang apa yang tellah melrelka 

kelrjakan”. (QS. Al-Hijr: 92-93) 

 

ةٍ  ةٍ خَيرًْا يَّرَيۚ وَمَهْ يَّعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ فمََهْ يَّعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ

ا يَّرَي  شَرًّ
Artinya : “Siapa yang me lngelrjakan kelbaikan selbelrat zarah, 

dia akan mellihat (balasan)-Nya. Siapa yang 

melngelrjakan keljahatan selbelrat zarah, dia akan 

mellihat (balasan)-Nya”. (QS. Al-Zalzalah: 7-8) 

 

Dalam ilmu Akuntansi dikelnal istilah 

“Akuntabilitas” yang se lsungguhnya elrat kaitannya delngan 

ayat telrselbut dan sudah disinggung Al-Qur’an seljak 1400 

tahun lalu. Akuntabilitas selbagai belntuk pelrtanggungjawaban 

pada dasarnya sudah diingatkan dalam Al-Qur’an bahwa 

pelrtanggungjawaban telrtinggi adalah kelpada Tuhan (Ilahi). 

Pelrtanggungjawaban yang digambarkan Al-Qur’an di atas 

melmiliki cakupan yang lelbih luas yaitu pelrtanggungjawaban 

atas selluruh pelrbuatan kita selhari-hari, tidak hanya dalam 

praktik bisnis. 

b. Konselp Akuntabilitas 

Akuntabilitas melrupakan suatu prosels yang 

dilakukan untuk melmpelrtanggungjawabkan pelngellolaan 

dana delsa yang dipelrolelh dari pelmelrintah pusat dan 

pellaksanaan kelbijakan yang dipelrcayakan kelpada aparatur 
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delsa guna melncapai tujuan yang sudah diteltapkan.
30

 Seltiap 

kelgiatan yang dilakukan olelh lelmbaga selktor publik 

dipelrlukan adanya pelrtanggungjawaban kelpada masyarakat 

yang tellah melmbelrikan dananya kelpada pelmelrintah, 

khusunya pelrtanggungjawaban melngelnai pelngolahan 

keluangan. Pelrtanggungjawaban kelpada masyarakat ini 

dinamakan akuntabilitas publik.
31

 

Konselp akuntabilitas belrmula dari pelmikiran bahwa 

seltiap kelgiatan harus dipelrtanggungjawabkan kelpada instansi 

yang melmbelri kelwelnangan untuk suatu program. Konselp ini 

dapat digunakan untuk mellihat selbelrapa belsar kelbijakan dan 

kelgiatan organisasi konsisteln delngan kelhelndak masyarakat.
32

 

Telrwujudnya akuntabilitas melrupakan tujuan utama dari 

relformasi selktor publik. Akuntabilitas publik melngharuskan 

lelmbaga-lelmbaga selktor publik untuk lelbih melnelkankan 

pada pelrtanggungjawaban horizontal bukan hanya 

pelrtanggungjawaban velrtikal. Melrujuk pada Pelrmelndagri No 

13 Tahun 2014 telntang Standar Akuntansi Pelmelrintahan, 

khususnya yang melngambil pelnjellasan telntang karaktelristik 

kualitatif laporan keluangan yang melliputi keljujuran dan 

keltelrbukaan informasi, kelpatuhan dalam pellaporan, 

proseldur, kelcukupan informasi, selrta pelnyampaian laporan
 33

 

 

8. Pengelolaan Dana Desa 

Pelngellolaan dana delsa dikellola dalam masa 1 tahun yaitu 

mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Delselmbelr. Dana 

delsa dikellola belrdasarkan asas-asas pelngellolaan dana delsa. Asas 

telrselbut akan melnjadi prinsip-prinsip yang melnjadi dasar dan 

harus telrcelrmin dalam seltiap tindakan pelngellolaan keluangan 

delsa.
34
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Asas-asas pelngellolaan keluangan delsa selsuai delngan 

Pelrmelndagri No. 113 Tahun 2014 telntang pelngellolaan keluangan 

delsa, yaitu: 

a. Transparan, yaitu prinsip keltelrbukaan yang melmungkinkan 

masyarakat melngeltahui dan melndapat aksels informasi yang 

luas telntang keluangan delsa. 

b. Akuntabell, yaitu pelrwujudan kelwajiban untuk 

melmpelrtanggungjawabkan pelngellolaan dan pelngelndalian 

sumbelr daya dan pellaksanaan kelbijakan yang dipelrcayakan 

untuk pelncapaian tujuan yang tellah diteltapkan. Asas ini 

melnuntut kelpala delsa melmpelrtanggungjawabkan dan 

mellaporkan pellaksanakan APBDelsa selcara telrtib kelpada 

masyarakat maupun kelpada jajaran pelmelrintahan di atasnya 

selsuai pelraturan pelrundang-undangan. 

c. Partisipatif, yaitu pelnyellelnggaraan pelmelrintahan delsa yang 

melngikutselrtakan kellelmbagaan delsa dan unsur masyarakat 

delsa. 

d. Telrtib dan Disiplin Anggaran, yaitu pelngellolaan keluangan 

delsa harus melngacu pada aturan atau peldoman yang 

mellandasinya.
35

 

Pelngellolaan keluangan delsa belrdasarkan Pelrmelndagri No. 

113 Tahun 2014 telntang pelngellolaan keluangan delsa dilakukan 

delngan belbelrapa tahapan, yaitu: 

a. Pelrelncanaan 

1) Selkreltaris delsa melnyusun rancangan pelraturan delsa 

telntang APBDelsa belrdasarkan RKPDelsa tahun yang 

belrkelnaan, kelmudian rancangan pelraturan delsa di 

sampaikan kelpada kelpala delsa dan BPD untuk dibahas 

dan diselpakati belrsama. 

2) Kelpala delsa melnyampaikan rancangan Pelraturan delsa 

telntang APBDelsa kelpada Bupati/Walikota mellalui camat 

paling lambat 3 hari seltellah diselpakati untuk dielvaluasi. 

3) Bupati/Walikota melneltapkan hasil elvaluasi rancangan 

pelraturan delsa telntang APBDelsa paling lambat 20 hari 

kelrja seljak ditelrima, jika Bupati/Walikota dalam waktu 

telrselbut tidak melmbelrikan hasil elvaluasi maka pelraturan 

delsa itu belrlaku delngan selndirinya. Apabila 

Bupati/Walikota melmbelrikan hasil elvaluasi rancangan 
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pelraturan delsa telntang APBDelsa tidak selsuai delngan 

kelpelntingan umum dan pelraturan pelrundang-undangan 

yang ada, kelpal delsa harus mellakukan pelnyelmpurnaan 

paling lambat 7 hari kelrja telrhitung dari ditelrimanya hasil 

elvaluasi. 

4) Apabila elvaluasi tidak ditindaklanjuti olelh kelpala delsa 

dan teltap melneltapkan rancangan pelraturan delsa telntang 

APBDelsa melnjadi pelraturan delsa, Bupati/Walikota 

melmbatalkan pelraturan delsa delngan kelputusan 

Bupati/Walikota. Pelmbatalan pelraturan delsa selkaligus 

melnyatakan belrlakunya Pagu APBDelsa tahun anggaran 

selbellumnya, seltellah pelmbatalan kelpala delsa hanya dapat 

mellakukan pelngelluaran telrhadap opelrasional 

pelnyellelnggaraan pelmelrintah delsa. 

b. Pellaksanaan  

1) Selmua pelnelrimaan dan pelngelluaran delsa untuk 

pellaksanaan kelwelnangan delsa dilakukan mellalui relkelning 

kas delsa. Khusus bagi delsa yang bellum melmiliki 

pellayanan pelrbankan di wilayahnya maka pelngaturannya 

diteltapkan olelh pelmelrintah Kabupateln/Kota. 

2) Pelmelrintah delsa dilakukan mellakukan pungutan selbagai 

pelnelrimaan delsa sellain yang diteltapkan dalam pelraturan 

delsa. Belndahara dapat melnyimpan uang dalam kas delngan 

jumlah telrtelntu dalam rangka melmelnuhi kelbutuhan 

opelrasional pelmelrintahan delsa. Pelngaturan jumlah uang 

dalma kas delsa diteltapkan dalam pelraturan 

Bupati/Walikota. 

3) Pelngelluaran delsa yang melngakibatkan belban APBDelsa 

tidak dapat dilakukan selbellum rancangan pelraturan delsa 

telntang APBDelsa diteltapkan selbagai pelraturan delsa. 

Pelngelluaran tidak telrmasuk untuk bellanja pelgawai yang 

belrsifat melngikat dan opelrasional pelrkantoran yang 

diteltapkan dalam pelraturan kelpala delsa. Pelnggunaan biaya 

tak telrduga telrlelbih dahulu harus dibuat rincian anggaran 

biaya yang tellah disahkan olelh kelpala delsa. 

4) Pellaksana kelgiatan melngajukan pelndanaan untuk 

mellaksanakan kelgiatan harus diselrtai delngan dokumeln 

antara lain relncana anggaran biaya yang divelrifikasi olelh 

selkreltaris delsa dan disahkan olelh kelpala delsa. Pellaksana 

kelgiatan belrtanggungjawab telrhadap tindakan pelngelluaran 

yang melnyelbabkan belban anggaran bellanja kelgiatan 

delngan melmpelrgunakan buku pelmbantu kas kelgiatan 
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selbagai pelrtanggung jawaban pellaksanaan kelgiatan di 

delsa. 

5) Belrdasarkan relncana anggaran biaya, pellaksana kelgiatan 

melngajukan surat pelrmintaan bayaran (SPP) kelpada 

kelpala delsa. SPP tidak bolelh dilakukan selbellum barang 

atau jasa ditelrima. Pelngajuan SPP telrdiri atas: Surat 

pelrmintaan pelmbayaran, pelrnyataan tanggungjawab 

bellanja dan lampiran bukti transaksi. 

6) Dalam pelngajuan pellaksanaan pelmbayarab, selkreltaris delsa 

belrkelwajiban untuk : 

a) Melnelliti kellelngkapan pelrmintaan pelmbayaran yang 

diajukan olelh pellaksana kelgiatan 

b) Melnguji kelbelnaran pelrhitungan tagihan atas belban 

APBDelsa yang telrcantum dalam pelrmintaan 

pelmbayaran 

c) Melnguji keltelrseldiaan dana untuk kelgiatan yang 

dimaksud 

d) Melnolak pelngajuan pelrmintaan pelmbayaran olelh 

pellaksana kelgiatan apabila tidak melmelnuhi 

pelrsyaratan yang diteltapkan. 

Belrdasarkan SPP yang divelrifikasi Selkreltaris Delsa, 

Kelpala Delsa melnyeltuui pelrmintaan pelmbayaran dan 

belndahara mellakukan pelmbayaran kelmudian mellakukan 

pelncatatan. 

7) Belndahara Delsa selbagai wajib pungut pajak pelnghasilan 

(PPh) dan pajak lainnya, wajib melnyeltorkan selluruh 

pelnelrimaan potongan dan pajak yang dipungut kel relkelning 

kas nelgara selsuai delngan keltelntuan pelraturan pelrundang-

undangan. 

8) Pelngadaan barang dan jasa di delsa diatur delngan pelraturan 

Bupati/Walikota delngan belrpeldoman keltelntuan pelraturan 

pelrundang-undangan. 

9) Pelrubahan APBDelsa hanya dapat dilakuka satu kali dalam 

satu tahun anggaran. Tata cara pelngajuan pelrubahan 

APBDelsa sama delngan tata cara pelneltapan APBDelsa. 

c. Pelnatausahaan 

1) Pelnatausahaan dilakukan olelh Belndahara Delsa. 

Belndahara Delsa wajib mellakukan pelncatatan seltiap 

pelnelrimaan dan pelngelluaran, selrta mellakukan tutup buku 

seltiap akhir bulan selcara telrtib dan 

melmpelrtanggungjawabkan uang mellalui laporan 
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pelrtanggungjawaban yang disampaikan seltiap bulan 

kelpada Kelpala Delsa. 

2) Pelnatausahaan pelnelrimaan dan pelngelluaran 

melnggunakan: 

a) Buku kas umum 

b) Buku kas pelmbantu pajak 

c) Buku bank 

d. Pellaporan  

1) Kelpala Delsa melnyampaikan laporan relalisasi pellaksanaan 

APBDelsa kelpada Bupati/Walikota belrupa: 

a) Laporan selmelstelr pelrtama 

b) Laporan selmelstelr akhir tahun 

2) Lapora selmelstelr pelrtama belrupa laporan relalisasi 

APBDelsa dan disampaikan paling lambat akhir bulan juli 

tahun belrjalan. Laporan selmelstelr akhir tahun disampaikan 

diakhir bulan januari tahun sellanjutnya. 

e. Pelrtanggungjawaban 

1) Kelpala Delsa melnyampaikan laporan pelrtanggungjawaban 

relalisasi pellaksanaan APBDelsa yang telrdiri dari 

pelndapatan, bellanja, dan pelmbiayaan kelpada 

Bupati/Walikota seltiap akhir tahun anggaran 

2) Laporan pelrtanggungjawaban relalisasi pellaksanaan 

APBDelsa diteltapkan delngan pelraturan delsa dan dilampiri 

delngan: 

a) Format laporan pelrtanggungjawaban relaliasasi 

pellaksanaan APBDelsa Tahun anggaran belrkelnaan 

b) Format laporan kelkayaan milik delsa pelr 31 Delselmbelr 

tahun anggaran belrkelnaan 

c) Format laporan program pelmelrintah dan pelmelrintah 

daelrah yang masuk kel delsa 

3) Laporan pelrtanngungjawaban relalisasi pellaksanaan 

APBDelsa melrupakan bagian yang tidak telrpisahkan dari 

laporan pelnyellelnggaraan pelmelrintah delsa. 

4) Laporan relalisasi dan pelrtanggungjawaban relalisasi 

pellaksanaan APBDelsa diinformasikan kel masyarakat 

delngan meldia informasi yang mudah diaksels, selpelrti 

papan pelngumuman, radio komunitas, dan meldia 

informasi lainnya. 

Laporan relalisasi dan pelrtangggungjawaban relalisasi 

pellaksanaan APBDelsa disampaikan kelpada Bupati/Walikota 
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mellalui camat dan disampaikan paling lambat satu bulan 

seltellah akhir tahun anggaran belrkelnaan.
 36

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berisi hasil-hasl penelitian sebelumnya 

yang relevan dengan fokus penelitian yang akan diteliti, tujuannya 

untuk mengetahui posisi pengetahuan yang akan diteliti. Sebelum 

melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan telaah 

beberapa referensi dan hasil penelitian yang sudah ada, tujuannya 

agar mengetahui apakah penelitian yang penulis akan teliti sudah 

pernah dilakukan atau belum dan juga menghindari plagiasi dalam 

penelitian ini. Setelah melakukan telaah, ada beberapa penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, antara lain adalah: 

Pertama, penelitian yang dilakukan Fauzi Chuzlan Alaudin 

dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, 

Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Terhadap Akuntabiltas Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan 

Tarub Kabupaten Tegal)”, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

variabel kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa, sedangkan 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini, 

peneliti menambah variabel sistem pengendalian internal yang 

membedakan dengan penelitian sebelumnya. 

Kedua, penelitian dari Suci Atiningsih dan Aulia Cahya 

Ningtyas yang melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kompetensi 

Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem 

Pengendalian Internal Terhadap Akuntabiltas Pengelolaan Dana Desa 

(Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Banyudono 

Kabupaten Boyolali)”, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi 

Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internsl berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan 

peneliti menambah variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam 

penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. 

Ketiga, penelitian yang dilakuakan oleh Arif Widyatama dan 

Lola Novita, dalam penelitiannya ini yang berjudul “Pengaruh 

Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas 

Pemerintah dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)”, dengan 
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hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel Kompetensi 

Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam 

pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan sistem pengendalian 

internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 

dalam pengelolaan alokasi dana desa. dan peneliti menambah 

variabel pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat 

dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian 

sebelumnya. 

Keempat, penelitian dari Muh Karyadi dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Tehadap Akuntabilitas Keuangan Desa”, yang menunjukkan hasil 

penelitian bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan 

signifikan terhdap akuntabilitas keuangan desa, pemanfaatan 

teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

keuangan desa, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Dan 

peneliti menambah variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian 

ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Natalia Lily Babulu 

yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas 

dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap 

Pencegahan Fraud”, dan penelitian ini memperoleh hasil bahwa 

partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sistem pengendalian 

internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 (Fauzi 

Chuzlan 

Alaudin, 2020) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur, 

Partisipasi 

Masyarakat, dan 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi Terhadap 

Akuntabilitas Dana 

Desa (Studi Kasus 

Desa di Kecamatan 

Tarub Kabupaten 

Tegal) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 

Kompetensi Aparatur 

dan Partisipasi 

Masyarakat 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana desa, 

sedangkan 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

2 (Suci 

Atiningsih dan 

Aulia Cahya 

Ningtyas, 

2019) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur Pengelola 

Dana Desa, 

Partisipasi 

Masyarakat, dan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa (Studi pada 

Aparatur 

Pemerintah Desa 

Se-Kecamatan 

Banyudono 

Kabupaten 

Boyolali 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 

Kompetensi Aparatur 

Pengelola Dana Desa, 

Partisipasi Masyarakat, 

dan Sistem 

Pengendalian Internal 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

3 (Arif 

Widyatama 

dan Lola 

Pengaruh 

Kompetensi dan 

Sistem 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 

Kompetensi aparatur 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Novita, 2017) Pengendalian 

Internal Terhadap 

Akuntabilitas 

Pemerintah Desa 

dalam Mengelola 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

akuntabilitas dalam 

pengelolaan ADD, 

sedangan Sistem 

Pengendalian Internal 

berpengaruh Positif 

terhadap Akuntabilitas 

dalam pengelolaan 

ADD. 

4 (Muh Karyadi, 

2018) 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Intern, 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi, dan 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia Terhadap 

Akuntabilitas 

Keuangan Desa 

Hasil Penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 

Sistem Pengendalian 

Intern berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas 

keuangan desa, 

Pemanfaatan 

Teknologi informasi 

tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas 

keuangan desa, dan 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

akuntabilitas keuangan 

desa. 

5 (Natalia Lily 

Babulu, 2020) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Akuntabilitas 

dalam Pengelolaan 

Dana Desa dan 

Dampaknya 

Terhadap 

Pencegahan Fraud 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 

Partisipasi masyarakat 

dan Kompetensi 

aparatur berpengaruh 

terhadap akuntabilitas 

dalam pengelolaan 

dana desa, Sistem 

pengendalian internal 

tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas 

dalam pengelolaan 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

dana desa, dan 

Akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana desa 

berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud. 

 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzi 

Chuzlan Alaudin, Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas, Arif 

Widyatama dan Lola Novita, Muh Karyadi, serta Natalia Lily Babulu 

terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis, yaitu meneliti terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Tetapi juga terdapat perbedaan, yaitu obyek penelitian yang 

dilakukan penulis adalah di kalntor-kalntor kepallal desal yalng aldal di 

Kecalmaltaln Kalliori Kalbupalten Rembalng Jawa Tengah. 

  

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam sebuah penelitian kuantitatif sangat 

menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara 

keseluruhan. Dengan uraian kerangka berfikir, peneliti dapat 

menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang 

diteliti dan teori apa variabel-variabel diturunkan, serta mengapa 

variabel-variabel itu diteliti. 

Dengan adanya teori stewardship dapat menjelaskan 

eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat 

dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik. 

Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat 

pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan 

yang akuntabel dan transparan (relevan, andal, dapat dipahami dan 

dapat dibandingkan). Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, 

dibutuhkan kompetensi aparat pengelola dana desa yang memadai. 

Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat terwujud 

dengan adanya kontrol baik berupa sistem pengendalian internail, 

sehingga menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu 

juga perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pengelolaan dana desa agar mempermudah aparatur dalam mengolah 

dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada 

masyarakat. 
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Berdasarkan teori partisipasi, partisipasi dalam perencanaan 

yang direalisasikan dengan melibatkan masyarakat dalam rapat 

perencanaan pembangunan dan sejauh mana masyarakat ikut serta 

dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan 

untuk memberikan ide atau masukan berupa pengambilan keputusan 

dan usulan untuk pembangunan desa. 

Kerangka berpikir penelitian ini dijelaskan pada gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Data diolah peneliti, 2023) 

 

D. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Dikatakan sebagai jawaban sementara karena 

jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari 

pengumpulan data. Jadi bisa dikatakan hipotesis sebagai jawaban 

teoritis atas rumusan masalah dalam penelitian. Berikut hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini: 

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

 Seorang aparatur desa dalam mengelola dana desa harus 

mempunyai kemampuan yang memadai untuk dapat mengelola 

dana desa. Aparat yang berkompeten maka akan menghasilkan 

output yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas, jika 

aparatur desa berkompeten dalam mengelola dana desa maka 

dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan 
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sebaliknya jika aparatur desa tidak berkompeten dalam 

mengelola keuangan desa maka akuntabilitas tidak akan tercapai 

secara optimal. Hal ini sejalan pula dengan teori stewardship 

dimana aparatur yang bertugas sebagai pelayan memiliki 

kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas sehingga 

pada saat pengambilan keputusan yang baik guna memberikan 

pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya 

dimiliki oleh seorang aparatur.
37

 Penelitian Fauzi Chuzlan dan 

Suci Atiningsih dan Ningtyas menunjukkan hasil bahwa 

kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa,namun dalam penelitian Arif Widyatama 

variabel kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga peneliti 

mengajukan hipotesis: 

H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa 

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Sistem pengendalian internal dalam pemerintah menjadi 

faktor penting, karena dengan adanya sistem pengendalian dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan dan berimplikasi pada 

akuntabilitas pemerintah desa.
38

 Sistem pengendalian internal 

dapat memberi keyakinan yang cukup terhadap proses 

penyelenggaraan pengelolaan dana desa sesuai dengan 

perundang-undangan sehingga dapat memenuhi akuntabilitas. 

Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa sistem pengendalian 

internal dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan guna 

mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan.  

Hal ini sejalan dengan teori stewardship, dijelaskan bahwa 

sifat individu dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya, dapat 

dipercaya, serta memiliki integritas. Sistem pengendalian internal 

pemerintah dimana pemerintah bertanggung jawab memonitor 

aktivitas yang dilakukan dan akan menghasilkan suatu laporan 

                                                             
37

 Diah Pramita Ellsa. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana 

Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus 

Pada Kantor Desa Di Wilayah Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran). Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. 
38

Mufti Arief Arfiansah, “Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa”, Jurnal Of Islamic Finance and Accounting, Vol 3, No.1 (2020): 73. 
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keuangan yang berkualitas, oleh karena itu pemerintah 

melakukan sistem pengendalian internal dengan cara melakukan 

mengontrol semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

sehingga menyajkan laporan kuangan yang berkualitas.
39

 

Penelitian Arif Widyatama (2017), Muh Karyadi (2018), 

dan Suci Atiningsih dan Ningtyas (2019) menunjukkan bahwa 

sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Namun dalam penelitian Natalia Lily 

sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga peneliti 

mengajukan hipotesis: 

H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

 Teknologi informasi merupakan sarana dan prasana 

sistem dan metode yang digunakan untuk memperoleh, 

mengirim, mengolah, mengartikan, menyimpan, mengorganisir, 

dan menggunakan data.
40

 Teknologi informasi sangat membantu 

untuk pengelolaan dana desa, pemanfaatan teknologi informasi 

dalam mengelola data dapat mengurangi kemungkinan terjadi 

kesalahan, karena dengan teknologi informasi data yang diolah 

akan lebih terperinci dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi 

akan mempermudah aparatur desa dalam mengolah dan 

mempertanggungjawabkan program yang dilakukan, hal tersebut 

sejalan dengan teori stewardship, dengan memanfaatkan 

teknologi informasi secara langsung aparatur lebih terbantu 

dalam pengelolaan dana desa, sehingga aparatur akan dengan 

mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan 

sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.
41

 Penelitian Muh 

Karyadi (2018) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis: 
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H3  :  Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

 Peran serta masyarakat sangat penting dalam 

pengelolaan dana desa karena masyarakat memperoleh informasi 

tentang penyaluran dana untuk pembangunan desa. Akuntabilitas 

menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

kesejahteraan dan pembangunan. Keputusan yang diambil 

aparatur desa harus melibatkan masyarakat.  

Menurut teori partisipasi, pengambilan keputusan resmi 

harus melibatkan anggota masyarakat, yang harus terlibat 

langsung dalam pemerintahan dan proses pengambilan 

keputusan. Dari teori ini dapat dipahami bahwa masyarakat dapat 

menawarkan peluang sebagai respon atas keputusan pemerintah 

untuk mengelola dan menggunakan dana desa agar tidak 

disalahgunakan atau dieksploitasi, dan juga agar pemerintah lebih 

terbuka untuk bertanggung jawab atas segala kegiatannya.
42

 

Dari teori ini dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat 

memberikan tanggapan tanggapan kepada keputusan pemerintah 

supaya dalam pengelolaan dana desa tidak terjadi penyelewengan 

dan supaya pemerintah terbuka dalam mempertanggungjawabkan 

kegiatannya. Penelitian Suci Atiningsih dan Ningtyas (2019) 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga peneliti 

mengajukan hipotesis: 

H4 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
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